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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penangguhan penahanan 
terhadap tersangka dalam tindak pidana PenganiayaanPasal 351 ayat (1) di 
Polsek Biringkanaya Kota Makassar dan kendala dalam pelaksanaannya. Metode 
Penelitian dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak 
yang berkompeten (aparat hokum terkait) dan obyek penelitian dan pengumpulan 
data melalui penalaran kepustakaan dengan cara mempelajari, menganalisa, dan 
menelaah literatur-literatur, karyailmiah, dokumen/arsip, dan tulisan yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
 
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa 
pelaksanaan penangguhan pada tindak pidana penganiayaan di Polsek 
Biringkanaya Kota Makassar dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan 
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang 
Undang Hukum Acara Pidana.Selain itu, pertimbangan penangguhan penahanan 
juga telah dilaksanakan dengan memenuhi unsure subjektif yang mencakup 
pertimbangan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau 
menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana. 
Kendala dalam pelaksanaan penangguhan penahanan pada tindak pidana 
penganiayaan di Polsek Biringkanaya Kota Makassar meliputi, adanya indikasi 
bahwa pelaku akan terlibat kembali dalam tindak pidana penganiayaan yang 
sama, adanya indikasi bahwa korban tindak pidana penganiayaan akan 
melakukan tindak balas dendam kepada   tersangka, tersangka tidak dapat 
memenuhi persyaratan adanya jaminan berupa uang dan orang.   
 
Aparat kepolisian Polsek Biringkanaya harus memberikan pertimbangan 
yang cermat terhadap permohonan penangguhan penahanan yang 
dilakukan tersangka atau pun kuasa hukumnya. Selain itu, dalam 
melaksanakan penangguhan penahanan, aparat kepolisian harus tetap 
melakukan pengawasan terhadap tersangka dan pihak-pihak terkait dalam 
suatu tindak pidana penganiayaan. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Pendiri negara telah mengamanatkan bahwa negara Republik 
Indonesia (RI) adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechsataat) 
dan bukan negara atas dasar kekuasaan belaka (Machsstaat), hal ini 
diperkuat lagi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang 
ditentukan: “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”. 
Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah seluruh aktivitas 
masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh atau bertentangan dengan 
norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar 
hukum akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum. 
Dalam sistem peradilan pidana yang dianut Indonesia dijelaskan 
bahwa terdapat 4 (empat) komponen yaitu Kepolisian sebagai 
penyelidik dan penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, 
Pengadilan sebagai fungsi mengadili perkara serta Advokat sebagai 
pemberi bantuan hukum kepada seseorang  yang terlibat masalah 
hukum, keseluruhan komponen ini mempunyai hubungan kerja dan 
terpisahkan antara satu dengan lainnya yang disebut dengan sistem 
peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system). 
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Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung 
pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses 
persidangan, terutama yang berkenaan dengan tersangka ataupun 
terdakwa, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tersangka dinilai 
tidak dapat mendukung tugas penegak hukum. Terlepas dari sangkaan 
yang di tuduhkan, tersangka ataupun terdakwa harus mendapatkan 
hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).    
“KUHAP bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan 
kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan 
sikap serta para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan 
wewenangnya masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, 
keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap 
keseluruhan harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian 
hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945”.1 
Pada bagian lain penjelasan KUHAP menegaskan : bahwa 
KUHAP didasarkan pada falsafah atau pandangan hidup bangsa 
Indonesia, maka sudah seharusnya didalam ketentuan materi setiap 
pasal dan ayat didalam KUHAP tercermin perlindungan terhadap hak 
                                                          




asasi manusia, seperti asas presumption of innocence yang terletak 
didalam ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yaitu 
Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang telah diganti dengan Undang-
Undang No. 4 Tahun 2004 harus di tegakkan. Adapun asas tersebut 
yang salah satunya berbunyi setiap orang yang disangka, ditangkap, 
ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib 
dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang 
menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Asas yang telah ada disebutkan di atas lebih dikenal dengan 
sebutan asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah ini 
merupakan bukti adanya pengakuan terhadap hak-hak seseorang yang 
dijadikan tersangka atau terdakwa. Sebagai realisasi dari asas praduga 
tidak bersaslah ini adalah hak untuk mendapatkan penangguhan 
penahanan. Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) 
KUHAP yang berbunyi: “atas permintaan penyidik atau penuntut umum 
atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat 
mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan 
uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.” 
Ada kalanya dan bahkan tidak jarang penyidik, penuntut umum 
atau hakim dengan penetapannya melakukan penahanan terhadap 
tersangka atau terdakwa. Penahanan yang dilakukan oleh aparatur 
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penegak hukum tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “penahanan adalah penempatan 
tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut 
umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta cara yang 
diatur undang-undang ini”. Penahanan yang dilakukan oleh pejabat 
yang berwenang melakukan penahanan tersebut sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dikarenakan kekhawatiran 
dari instansi yang melakukan penahanan terhadap tersangka atau 
terdakwa tersebut bahwa nantinya: 
1. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri. 
2. Tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan 
barang bukti. 
3. Tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana. 
Dengan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau 
terdakwa berarti terjadi perampasan hak dan kemerdekaan atas diri 
tersangka atau terdakwa, dalam hal ini undang-undang memberikan 
alternatif pemecahan masalah atas penahanan, dengan melalui 
prosedur hukum yang berlaku dan banyak faktor yang perlu 
dipertimbangkan. Alternatif pemecahannya yakni dengan diberikannya 
penangguhan penahanan oleh aparatur penegak hukum terhadap 
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tersangka atau terdakwa, namun penangguhan penahanan itu tidak 
diberikan secara gegabah oleh aparatur penegak hukum.  
Penegakan hukum merupahan salah satu usaha untuk 
menciptakan tata tertib keamanan dan ketentraman dalam masyarakat 
baik merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau 
penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Meskipun tindakan 
penahanan mempunyai peranan penting dalam proses peradilan 
perkara pidana akan tetapi-undang-undang masih memberikan 
kemungkinan kepada yang ditahan untuk mengajukan permohonan 
penangguhan penahanan. 
Penangguhan penahanan menurut Pasal 31 ayat (1) KUHAP 
adalah atas permintaan tersangka atau terdakwa penahanan dapat 
ditangguhkan. Dalam hal ini penyidik, penuntut umum atau hakim 
sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan 
penangguhan penahanan, dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, 
berdasarkan syarat yang ditentukan. Penangguhan penahanan ini 
sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penyidik, penuntut umum atau hakim 
dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan. 
Menurut M. Yahya Harahap pengertian penangguhan 
penahanan adalah “Mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari 
penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Tahanan 
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yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan 
penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa 
ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan 
kepadanya belum habis”.2 
Dalam beberapa kasus, permohonan penangguhan penahanan 
ini, tidak seluruhnya dapat diterima oleh pihak kepolisian. Banyak hal 
yang harus dipertimbangkan dalam rangka menyetujui permohonan 
penangguhan penahanan seorang tersangka. Selain itu, jenis tindak 
pidana yang disangkakan kepada seorang tahanan juga menjadi salah 
satu kriteria dalam menetapkan penangguhan penahanan. Meskipun 
telah melalui serangkaian proses dan pertimbangan, tak jarang pula 
penetapan penangguhan yang dikeluarkan kepolisian menuai kecaman 
dari keluarga korban, karena dianggap merupakan perlakuan yang 
kurang adil bagi korban. Kondisi inilah yang sering terjadi di Polsekta 
Biringkanaya, salah satu polsek dalam lingkup wilayah hukum 
Polrestabes Kota Makassar. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, 
penulis merasa perlu untuk melakukan kajian analisis hukum 
penangguhan penahanan terhadap tersangka dalam perkara tindak 
pidana.  
B. Rumusan Masalah 
                                                          
2 Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan KUHP Dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafi,Jakarta, 
2002, hal. 209. 
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Berdasarkan uraikan latar belakang tersebut di atas, penulis 
mengangkat permasalahan: 
1. Bagaimanakah penerapan penangguhan penahanan 
terhadap tersangka dalam tindak pidana Penganiayaan Pasal 
351 ayat (1) di Polsek Biringkanaya Kota Makassar? 
2. Kendala apakah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan 
penangguhan penahanan terhadap tersangka dalam tindak 
pidana Penganiayaan Pasal 351 ayat (1) di Polsek 
Biringkanaya Kota Makassar? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 
penulisan skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan penangguhan penahanan 
terhadap tersangka dalam tindak pidana Penganiayaan Pasal 
351 ayat (1) di Polsek Biringkanaya Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui kendala terhadap pelaksanaan 
penangguhan penahanan terhadap tersangka dalam tindak 
pidana Penganiayaan Pasal 351 ayat (1) di Polsek 





A. Pengertian Tindak Pidana 
Berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana 
hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata 
strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Kata strafbaarfeit kemudian 
diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. 
Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata strafbaarfeit oleh 
sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, delict, dan perbuatan pidana. 
Istilah tindak pidana digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 
Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana 
Ekonomi.  
Rusli Efendy mengemukakan bahwa peristiwa tindak pidana, yaitu 
“perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana” 
menjelaskan :3 
Perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan serta diartikan 
sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lainnya. 
Sebab kalau dipakai kata peristiwa saja, hal ini dapat mempunyai 
arti yg lain yg umpamanya peristiwa alamiah.  
 
Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan 
tentang perbuatan pidana yaitu :4 
                                                          
3 Effendy, Rusli, 1986. Azas-Azas Hukum Pidana; Cetakan III, Lembaga Percetakan dan 
Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar. Hal. 1. 
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1. Pandangan Monistis 
“Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat 
keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat 
dari perbuatan”. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, 
bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di 
dalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawaban 
pidana/kesalahan (criminal responbility). 
Menurut D. Simons tindak pidana adalah :5 
tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum.  
 
Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu 
tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :6 
1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) 
maupun perbuatan negatif (tidak berbuat). 
2. Diancam dengan pidana 
3. Melawan hukum 
4. Dilakukan dengan kesalahan 
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab 
                                                                                                                                                                
4 Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Hal. 31-32. 






Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, 
dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai “kelakuan 
(handeling) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan 
hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan 
oleh orang yang mampu bertanggung jawab”. 
Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa “kesalahan yang dimaksud 
oleh Simons meliputi dolus (sengaja) dan culpalata (alpa, lalai) dan 
berkomentar sebagai berikut :7 
simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (criminal act) 
yg meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan 
dan pertanggungjwaban pidana (criminal liability) dan mencakup 
kesengajaan,kealpaan dan kelalaian dan kemampuan 
bertanggungjawab. 
 
Menurut J. Bauman, “perbuatan atau tindak pidana adalah 
”perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan 
dilakukan dengan kesalahan”. 8 
Menurut Wiryono Prodjodikoro, “tindak pidana adalah ”suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”.9 Menurut Wiryono  
Prodjodikoro yang termasuk berpandangan monistis menerjemahkan 
                                                          
7 Abidin, Andi Zainal 1995. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 250. 




strafbaarfeit ke dalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa, “suatu 
perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku 
tersebut termasuk subyek tindak pidana”.10 Van Hammel yang 
berpandangan monistis merumuskan strafbaarfeit bahwa:11 
perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan 
hukum, strafwaardig (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan 
dapat dicela karena kesalahan (en dan schould to wijten) 
 
2. Pandangan Dualistis 
Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan 
syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan 
dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban 
pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana 
sudah tercakup di dalamnya baik criminal act maupun criminal responbility, 
sedangkan menurut pandangan dualistis , yaitu :12 
dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act, dan criminal 
responbility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk 
adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, 
tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/ pertanggungjawaban 
pidana.  
 
                                                          
10 Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, 
Bandung. Hal. 55. 




Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana 
yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut :13 
Menurut Pompe, dalam hukum positif strafbaarfeit tidak lain adalah 
“feit (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-
undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah 
syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”.  
 
Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur 
sebagai berikut:14 
a. Adanya perbuatan (manusia) 
b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini 
merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) 
KUHPidana) 
c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait 
dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam 
fungsinya yang negatif).  
 
Namun demikian, Moeljatno juga menegaskan, bahwa:15 
“untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya 
tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan 
perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak”. 
 
Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan strafbaarfeit 
dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai, “perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar 
                                                          
13 Op. Cit. Sudarto. Hal 31-32. 
14 Ibid. 
15 Op. Cit. Soedarto, Hal. 31-32. 
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larangan tersebut” 16 Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak 
pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak 
pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (criminal responbility).  
B. Ketentuan Umum Hukum Acara Pidana Menurut KUHAP 
Dalam menghadapi suatu perkara pidana, seseorang diharuskan 
menghadapi sejumlah rangkaian pemeriksa mulai dari penyidikan hingga 
penjatuhan vonis oleh. Demi teraturnya proses hukum tersebut, kemudian 
dipandang perlu untuk melahirkan sebuah aturan khusus yang 
menjelaskan mengenai tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi 
oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan 
keadilan, sekaligus mengatur mengenai prosedur dan persyaratan yang 
harus di taati agar tidak melanggar hak asasi manusia dalam pemeriksaan 
perkara utamanya dalam menjamin hak-hak para tersangka dan 
melindungi korban kejahatan 
Untuk itu pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
yang selanjutnya disebut KUHAP, demi terwujudnya kepastian hukum dan 
tertib hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. Berdasarkan KUHAP 
tersebut, proses pemeriksaan atau perkara pidana kemudian dibagi atas 
tahap-tahap berikut : 
                                                          
16 Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 54. 
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1.  Penyelidikan dan Penyidikan (Kepolisian) 
Bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah 
serangkaian tindakan penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa 
yang diduga sebagai tindak pidana guna menemtukan dapat 
tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam 
Undang-Undang ini. 
Pejabat yang berwewenang melakukan penyelidikan disebut 
penyelidik. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Republik 
Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 
melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHAP). Penelidik adalah 
setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP). 
Pasal 5 ayat (1) KUHAP mengatakan "Penyelidik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berikut karena 
kewajibannya mempunyai wewenang : 
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 
tentang adanya tindak pidana. 
2. Mencari keterangan dan barang bukti. 
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan 
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 
5. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, 
penggeladahan dan penyitaan. 
6. Pemeriksaan dan penyitaan surat. 
7. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 




Sementara yang dimaksud dengan penyidikan adalah 
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan 
barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 
butir 2 KUHAP). Pejabat yang berwenang melakukan penyidikan 
selanjutnya disebut penyidik. 
Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau 
pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan 
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 
butir 1 KUHAP). 
Dalam Pasal 7 KUHAP diatur bahwa penyidik berwenang 
untuk: 
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 
tentang adanya tindak pidana . 
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan pemeriksa 
data pengenal dirinya. 
4. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penahanan 
dan penyitaan. 
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 
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6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi. 
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 
9. Mengadakan penghentian penyidikan. 
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 
Penangkapan oleh penyidik dilakukan terhadap seseorang 
yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti 
permulaan yang cukup atau telah mempunyai sekurang-kurangnya 
seorang saksi (Pasal 17 KUHAP). Setelah itu penyidik dapat 
mengeluarkan perintah penahanan jika dikhawatirkan tersangka 
atau terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti 
atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat 1 KUHAP), dan 
tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun  
atau lebih. 
Selain itu Pasal 8 ayat (1) KUHAP mengatur pula bahwa 
penyidik: 
1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP dengan 
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tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang 
ini : 
2. Menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum. 
3. Penyrahan berkas perkara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8ayat (2) KUHAP dilakukan : 
a. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan 
berkas perkara. 
b. Dalam hal penyelidikan sudah dianggap selesai, 
penyidik menyerahkan tanggung jawab atas 
tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. 
Selanjutnya dalam Pasal 75 ayat (1) KUHAP menjelaskan 
bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang : 




5. Pemasukkan rumah; 
6. Penyitaan benda; 
7. Pemeriksaan surat; 
8. Pemeriksaan saksi; 
9. Pemeriksaan di tempat kejadian; 
26 
 
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; dan 
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai ketentuan dalam 
undang-undang. 
Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau 
pengaduan adanya tindak pidana (Pasal 106 KUHAP). Untuk 
kegiatan penyidikan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil, 
penyidik Polri wajib memberi petunjuk dan memberikan bantuan 
penyidikan yang diperlukan. 
Pemeriksaan saksi dan tersangka pada tahap penyidikan 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Keterangan saksi dan tersangka tidak disumpah. 
2. Tersangka dapat meminta saksi yang menguntungkan. 
3. Keterangan diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau   
dalam bentuk apapun. 
4. Keterangan dicatat dalam berita acara dan 
ditandatangani. 
Pemeriksaan dapat dilakukan di luar daerah hukum penyidik 
jika tersangka atau saksi yang harus didengar keterangannya 
berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik jika 
tersangka atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat 
kediaman atau tersangka atau saksi tersebut (Pasal 119 KUHAP). 
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Jika dianggap perlu penyidik dapat meminta pendapat orang 
ahli/keterangan ahli agar tindak pidana yang terjadi bisa terungkap 
lebih jelas. 
Jika dalam kegiatan penyidikan tersebut tidak terdapat bukti 
yang cukup atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan 
tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 
76,77,78 KUHAP), maka penyidik memberitahukan hal tersebut 
kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. 
2. Penuntutan 
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk 
melimpahkan perkara pidana kepada Pengadilan Negeri yang 
berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan 
oleh disidang pengadilan. 
Penuntut umum adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh 
UNDANG-UNDANG untuk bertindak sebagai penuntut umum serta 
melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6a KUHAP). 
Wewenang penuntut umum dalam pemeriksaan perkara 
pidana diatur dalam Bab IV Pasal 14 KUHAP, yaitu : 
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1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari 
penyidik atau penyidik pembantu 
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan 
pada penuntutan, apabila ada kekurangan pada 
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 
ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam 
rangka penyemurnaan penyidikan dari penyidik 
3. Membuat surat dakwaan. 
4. Melimpahkan perkara ke pengadilan 
5. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang 
ketentuan-ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan 
yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa 
maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang 
telah ditentukan 
6. Melakukan penuntutan 
7. Menutup perkara demi kepentingan umum 
8. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan 
tanggung jawab sebagai penuntut umum 
9. Melaksanakan penetapan hakim 
Dari perincian wewenang dalam Pasal 14 tersebut dapat 
disimpulkan bahwa jaks/penuntut umum tidak dapat melakukan 
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penyelidikan ataupun penyidikan terhadap tersangka atau  
terdakwa meskipun dalam perkara-perkara berat, khususnya dari 
segi pembuktian dan masalah teknik yuridisnya kecuali dalam 
tindak pidana khusus, misalnya tindak pidana subversi, korupsi dan 
lain sebagainya. 
3. Pemeriksaan Sidang Pengadilan 
Dalam KUHAP dijelaskan bahwa pemeriksaan sidang 
pengadilan terdapattiga macam acara pemeriksaan : 
1. Acara pemeriksaan biasa; 
2. Acara pemeriksaan singkat; 
3. Acara pemeriksaan Cepat yang terdiri atas ; 
a. Acara pemeriksaan tindak pidana Ringan; 
b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran Lalu Lintas 
Jalan; 
Secara umum, tata cara pemeriksaan perkara dimuka 
pengadilan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
1. Pemeriksaan terdakwa oleh yang ditunjuk oleh Ketua 
Pengadilan yang diawali dengan menanyakan identitas 




2. Eksepsi oleh terdakwa atau Penasehat hukum; 
3. Perlawanan terhadap Putusan Eksepsi; 
4. Pembuktian/Pemeriksaan alat-alat bukti; 
5. Penuntutan oleh Penuntut umum; 
6. Pembelaan (Pledoi) Terdakwa/Penasehat Hukum; dan 
7. Penjatuhan Pembacaan Putusan Pengadilan oleh Hakim. 
 
4.  Upaya Hukum 
Setelah pembacaan putusan oleh terdakwa ataupun penuntu 
umum dapat mangajukan upaya hukum jika merasa tidak puas 
dengan putusan tersebut. 
Upaya hukum terdiri atas dua jenis, yaitu : 
1. Upaya hukum biasa, yang terbagi atas : 
a. Banding 
b. Kasasi 
2. Upaya hukum luar biasa, yang terrbagi atas : 
a. Kasasi demi kepentingan hukum 
b. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan huku tetap. 
Pada dasarnya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar 
biasa ini memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mengoreksi dan 
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meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan yang telah 
dijatuhkan tersebut demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. 
Akan tetapi dalam praktekya ada perbedaan yang mendasar pada 
kedua upaya hukum ini, yaitu : 
a. Upaya hukum biasa diajukan terhadap putusan 
pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum 
tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa diajukan 
terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 
b. Upaya hukum biasa tidak memerlukan syarat-syarat yang 
bersifat khusus atau syarat-syarat tertentu, sedangkan 
upaya hukum luar biasa hanya dapat diajukan dengan 
syarat-syarat khusus atau syarat-syarat tertentu. 
C. Tersangka Tindak Pidana 
1. Pengertian Tersangka 
Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau  
keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak 
pidana,  Terdakwa adalah, seorang tersangka yang dituntut , diperiksa 
dan diadili  di sidang pengadilan.17 
                                                          




Pengertian tersangka sering disalahartikan oleh kebanyakan  
masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti 
bersalah.  Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya 
adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP, bahwa pengertian tersangka 
adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, 
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak 
pidana.” 
Menurut J.C.T. Simorangkir18 bahwa yang dimaksud dengan 
tersangka adalah ”seseorang yang telah disangka melakukan suatu 
tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan 
untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar 
untuk diperiksa di persdiangan. 
Sementara menurut Darwan Prints19 tersangka adalah ”seorang 
yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana” (dalam hal ini 
tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak). 
                                                          
18 J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Pen. Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal.  178 
19 Darwan Prints, Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar), Pen. Djambatan  kerjasama dengan 
Yayasan LBH, Jakarta, 1989, h. 13. 
33 
 
Menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP, bahwa pengertian terdakwa 
adalah “seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang 
pengadilan”. Menurut J.C.T. Simorangkir20, bahwa yang dimaksud 
dengan terdakwa adalah ”seseorang yang diduga telah melakukan 
suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan 
pemeriksaan di muka persidangan.” 
Berdasar pada ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan 
bahwa perbedaan mendasar antara tersangka dan terdakwa adalah, 
jika orang tersebut masih diduga dan belum masuk pada tahap 
persidangan, maka yang bersangkutan masih disebut sebagai 
tersangka, sedangkan jika orang tersebut telah ditetapkan sebagai 




2. Hak-hak Tersangka 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 
sebenarnya telah tercantum hak-hak tersangka dalam penyidikan 
yang dapat dikatakan sudah memadai. Rumusan Pasal-Pasal yang 
                                                          
20 J.C.T. Simorangkir, dkk, Op. cit. h 179.  
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mengatur hak-hak tersebut antara lain adalah Pasal 50 sampai 
dengan Pasal 68 KUHAP, yaitu sebagai berikut : 
1. Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana 
menurut Pasal 50 KUHAP, yaitu: 
a. Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan 
selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. 
Bahkan tersangka yang ditahan dalam waktu satu hari 
setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai 
diperiksa oleh penyidik. (Pasal 122 KUHAP). 
b. Berhak perkaranya segera dimajukan atau dilanjutkan ke 
pengadilan oleh penuntut umum. 
c. Berhak segera diadili oleh pengadilan. 
d. Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana 
menurut Pasal 51 huruf a  KUHAP, bahwa :  
1) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas 
dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa 




2) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas 
dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa 
yang didakwakan kepadanya. 
2. Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana 
menurut Pasal 52 KUHAP, bahwa ”Dalam pemeriksaan pada 
tingkat penyidikan: tersangka berhak memberikan keterangan 
secara bebas kepada penyidik.” 
3. Hak untuk mendapatkan juru bahasa, sebagaimana menurut 
Pasal 53 ayat (1) KUHAP., bahwa ”Dalam pemeriksaan pada 
tingkat penyidikan tersangka berhak untuk setiap waktu 
mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 177”.  
4. Hak untuk mendapatkan penerjemah, sebagaimana menurut 
Pasal 53 ayat (2) KUHAP, bahwa “Dalam hal tersangka bisu 
dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 178”.  
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana 
menurut Pasal 54 KUHAP, bahwa “Guna kepentingan 
pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari 
seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu 
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dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang 
ditentukan dalam undang-undang ini”. 
6. Hak untuk memilih penasihat hukum, sebagaimana menurut 
Pasal 55 KUHAP, yaitu “Berhak untuk mendapatkan 
penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, dan berhak 
memilih sendiri penasihat hukumnya”.  
7. Hak untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma, 
sebagaimana menurut menurut Pasal 56 KUHAP, bahwa 
apabila: 
a. Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 
lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak 
mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih 
yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat 
yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan 
dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum 
bagi mereka. 
b. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan 
bantuannya dengan cuma-cuma. 
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8. Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, sebagaimana 
menurut Pasal 57 ayat (1) KUHAP, bahwa “Tersangka yang 
dikenakan penahanan, berhak menghubungi penasihat 
hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang”. 
9. Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, 
sebagaimana menurut Pasal 57 ayat (2) KUHAP, bahwa 
“Tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan 
penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan 
perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. 
10. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, sebagaimana 
menurut Pasal 58 KUHAP, bahwa “Tersangka yang 
dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima 
kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan 
baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun 
tidak”. 
11.  Hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya, 
sebagaimana menurut Pasal 59 KUHAP, bahwa “Tersangka 
yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang 
penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada 
semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada 
keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka 
ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh 
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tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan 
bagi penangguhannya. 
12. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, 
sebagaimana menurut Pasal 60 KUHAP, bahwa “Tersangka 
berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak 
yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya 
dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi 
penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan 
bantuan hukum. 
13. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan 
keluarganya, sebagaimana menurut Pasal 61 KUHAP, bahwa 
“Tersangka berhak secara langsung atau dengan 
perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan 
menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang 
tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk 
kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. 
14. Hak untuk surat menyurat, sebagaimana menurut Pasal 62 
ayat (1) KUHAP “Tersangka berhak mengirim surat kepada 
penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat 
hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan 




15. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari 
rohaniawan, sebagaimana menurut Pasal 63 KUHAP, bahwa 
”Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan 
dari rohaniwan. 
16. Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan, 
sebagaimana menurut Pasal 65 KUHAP, bahwa ”Tersangka 
berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau 
seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan 
keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi A De 
Chrage)”. 
17. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana 
menurut Pasal 66 KUHAP., bahwa ”Tersangka tidak dibebani 
kewajiban pembuktian”. 
18. Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut:  
a. Pasal 30 KUHAP, bahwa “Apabila tenggang waktu 
penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24,Pasal 
25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan 
penahanansebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata 
tidak sah, tersangka berhak minta ganti kerugian sesuai 




b. Pasal 95 ayat (1) KUHAP, bahwa “Tersangka berhak 
menuntut ganti kerugiankarena ditangkap, ditahan, 
dituntut dan diadili atau dikenakantindakan lain, tanpa 
alasan yang berdasarkan undang-undang ataukarena 
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 
diterapkan”. 
c. Pasal 95 ayat (2) KUHAP, bahwa “Tersangka berhak 
menuntut ganti kerugian karena yang perkaranya tidak 
diajukan ke pengadilan negeri”. 
19. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, 
sebagaimana menurut:  
a. Pasal 68 KUHAP, bahwa ”Terdakwa berhak menuntut 
ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 95 dan selanjutnya”. 
b. Pasal 81 KUHAP, bahwa “tersangka berhak untuk 
mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau 
rehabilitasi akibat tidak sahnyapenangkapan atau 
penahanan atau akibat sahnya penghentian 
penyidikanatau penuntutan kepada ketua pengadilan 
negeri dengan menyebut alasannya”. 
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20. Hak untuk diperiksa di tempat kediaman, sebagaimana 
menurut Pasal 119 KUHAP, bahwa “Dalam hal tersangka 
yang harus didengar keterangannyaberdiam atau bertempat 
tinggal di luar daerah hukum penyidik yangmenjalankan 
penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau 
saksidapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman 
atau tempat tinggaltersangka tersebut”. 
21. Hak untuk mendapat rehabilitasi, sebagaimana menurut 
Pasal 97 ayat (3) KUHAP, bahwa ”Permintaan rehabilitasi 
oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa 
alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan 
mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak 
diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim 
praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77”. 
22. Hak untuk segera diperiksa, sebagaimana menurut Pasal 
Pasal 122 KUHAP, bahwa ”Dalam hal tersangka ditahan 
dalam waktu satu hari setelah perintahpenahanan itu 
dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik”. 
23. Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana menurut 
Pasal 123 ayat (1) KUHAP, bahwa “Tersangka, keluarga atau 
penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas 
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penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik 
yang melakukan penahanan itu”. 
24. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana 
menurut Pasal 114 KUHAP bahwa “Dalam hal seorang 
disangka melakukan suatu tindak pidana sebelumdimulainya 
pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib 
memberitahukankepadanya tentang haknya untuk 
mendapatkan bantuan hukum atau bahwaia dalam 
perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat 
hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”. 
25. Hak untuk mendapatkan saksi yang meringankan, 
sebagaimana menurut Pasal 116 ayat (3) KUHAP, bahwa 
“Hak tersangka untuk mendapatkan saksi yang dapat 
meringankan atau yang menguntungkan baginya”. 
26. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, 
sebagaimana menurut Pasal 117 ayat (1) KUHAP, bahwa 
“Hak tersangka untuk memberikan keterangan kepada 
penyidik tanpa tekanan dari siapapun  dan bentuk apapun”. 
27. Tersangka yang sakit, maka tersangka yang sakit dan 
diharuskan dirawat di luar Rutan, yaitu dirawat di rumah sakit, 
maka berhak dirawat di luar Rutan demikian sebagaimana 
menurut Pasal 9 Keputusan Menkeh RI. No. 
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M.04UM.01.06/1983 tentang Tata Cara Penempatan, 
Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan 
Negara.  
D. Tindak Pidana Penganiayaan 
Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau 
kata sifat yang berasal dari kata dasar ”aniaya” yang mendapat awalan 
“pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata 
bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku 
penganiayaan itu. 
Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” 
sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit 
atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan 
sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai 
penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan 
badan.21 
Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan 
yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka 
                                                          
21 Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), 
Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5. 
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kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan 
perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu 
tujuan yang diperkenankan.22 
2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan 
sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan 
tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada 
orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau 
perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.23 
3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap 
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan 
rasa sakit atau luka pada orang lain. 
Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja 
menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan 
dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana 
penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut: 
1. Adanya kesengajaan. 
2. Adanya perbuatan. 
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu: 
                                                          
22 Ibid.  
23 Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana,Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174.   
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a) Rasa sakit pada tubuh. 
b) Luka pada tubuh. 
Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur 
kedua dan ketigaberupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan 
adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-
perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh 
bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaaan dimuat dalam BAB 
XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut: 
1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP. 
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP. 
3. Panganiayaan berencana Pasal 353 KUHP. 
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP. 
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP. 
E. Rumah Tahanan 
1. Pengertian Rumah Tahanan 
Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat 
tersangka atau terdakwa menjalani penahanannya selama proses 
penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 
juga disebutkan bahwa: 
Rutan merupakan institusi yang melaksanakan penahanan para 
tersangka atau terdakwa tindak pidana secara fisik dan secara 
yuridis tetap berada pada instansi yang menahannya, lebih 
lanjut dijelaskan bahwa Rutan tempat pelaksanaan penahanan 
tetap berlandaskan pada asas praduga tak bersalah, Rutan 
merupakan rangkaian proses pemidanaan yang diawali dengan 
proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang 
Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan 
Tanggung Jawab Perawatan Tahanan ditentukan pula: 
Rutan melakukan perawatan dan pelayanan tahanan mulai dari 
tahap penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di 
pengadilan, serta pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran 
tahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
2. Pengertian Tahanan 
Dalam PP Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan 
Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas Dan Tanggung Jawab 
Perawatan Tahanan pada Bab I Pasal 1 dijelaskan mengenai 
pengertian tahanan. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa: 
Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang di tempatkan 
dalam rumah tahanan atau cabang rumah tahanan. 
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 Selain pengertian di atas, dalam kamus Besar Bahasa 
Indonesia, disebutkan defenisi tahanan adalah orang yang ditahan 
atau dikurung karena dituduh melakukan tindak pidana atau 
kejahatan. 
Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan 
mengenai tahanan, yaitu seseorang yang kehilangan kebebasannya 
dan di tempatkan dalam rumah tahanan oleh penyidik, atau penuntut 
umum, atau hakim. Seseorang yang mengalami proses penahanan 
sebagaimana disebutkan di atas hanya kehilangan hak 
kebebasannya saja, sedangkan hak lain yang melekat padanya 
masih tetap berlaku. 
F. Penangguhan Penahanan 
Pada masa HIR (Herzeine Inlands Reglement), penangguhan 
penahanan diatur dalam Pasal 358. Dalam pasal tersebut diatur tentang 
wewenang Hakim untuk menangguhkan penangkapan atau penahanan 
dengan perjanjian dan perlu dengan suatu jaminan. 
Hakim menentukan apabila ada alasan untuk dapat memberikan 





a. Syarat Mutlak (Pasal 358 HIR) 
3. Tersangka harus menyatakan kesanggupannya bila dikemudian hari 
“Surat Perintah Penangguhan Penahanan sementara” itu dicabut 
sewaktu-waktu tersangka bersedia ditahan kembali. 
4. Tersangka selama dalam waktu penangguhan, kemudian ia 
dipersalahkan lagi terhadap tindak pidana lain, ia harus bersedia 
ditahan bila terhadap tindak pidana lain itu ia perlu ditahan. 
b. Syarat Alternatif 
Tersangka harus menyediakan sejumlah uang tanggungan 
yang diminta sebagai syarat oleh Hakim. Hakim menentukan 
jumlahnya dan tempat uang disimpan. Uang tanggungan ini dapat 
juga disediakan oleh orang lain, tidak perlu oleh tersangka sendiri. 
Tanggungan ini dapat berupa uang, barang atau orang lain 
(zakelijke borg dan personalijke borg). 
Setelah Hakim menentukan penangguhan, setiap waktu 
Hakim bisa mencabut surat penetapan penangguhan penahanan 
sementara. Apabila tersangka sudah dikeluarkan surat perintah 
untuk ditahan sementara dan kemudian diberi penangguhan 
penahanan, maka yang dikhawatirkan si tersangka dapat melarikan 
diri, Penyidik dapat menahan tersangka dengan cepat 
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memberitahukan kepada Hakim dengan permintaan agar surat 
penangguhan penahanannya itu ditarik kembali. Hakim yang akan 
menentukan dan melihat alasan-alasan apakah penangguhan itu 
akan dicabut atau tidak. 
Kembali kepada pemeriksaan atas diri tersangka, 
sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pemeriksaan terhadap 
diri tersangka itu harus dititikberatkan pada perbuatan-perbuatan 
pidana yang telah ia lakukan sehingga memenuhi unsur-unsur 
pidana sebagaimana Pasal yang telah dilanggarnya. 
Dalam pemeriksaan tersebut harus diungkapkan waktu 
perbuatan pidana itu dilakukan, jalannya perbuatan itu sendiri 
dilakukan (misalnya dengan penganiayaan, pembunuhan dan 
sebagainya). Dan juga pihak-pihak lain yang turut membantu 
terjadinya perbuatan Tindak Pidana tersebut. 
Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. 
Memperhatikan ketentuan Pasal 31 KUHAP, pengertian 
penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, 
mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum 
habis masa atau waktu penahanannya berakhir. 
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Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, 
namun pelaksanaan penahanan yang masih harus di jalani 
tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan 
yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya 
penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa 
dikeluarkan dan tahanan pada saat masa tahanan yang salah dan 
resmi sedang berjalan. 
Penangguhan penahanan ini tidak sama dengan 
pembebasan dari tahanan. Perbedaannya terutama ditinjau dari segi 
hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan 
pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan. 
Dari segi hukum, pelaksanaan dan persyaratan: 
1. Pada penangguhan penahanan masih sah dan resmi 
serta masih benda dalam batas waktu penahanan yang 
dibenarkan Undang-Undang. Namun pelaksanaan 
penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan 
tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan 
syarat-syarat penanguhan yang harus dipenuhi. 
2. Sedangkan pada pembebasan dari tahanan harus 
berdasar ketentuan Undang-Undang. Tanpa dipenuhi 
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unsur-unsur yang ditetapkan Undang-Undang, 
pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. 
Umpamanya, oleh karena pemeriksaan telah selesai 
sehingga tidak diperlukan penahanan. Atau oleh karena 
penahanan yang dilakukan tidak sah dan betentangan 
dengan Undang-Undang maupun karena batas waktu 
penahan yang dikenakan telah habis, sehingga tahanan 
harus dibebabaskan dari hukum. Atau bisa juga oleh 
karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai 
dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disamping itu 
dari segi pelaksanaan pembebasan tahanan, dilakukan 
tanpa syarat jaminan. 
Menurut penegasan yang terdapat dalam Pasal 31 Ayat I 
KUHAP, penangguhan penahanan terjadi : 
a. Karena permintaan Tersangka atau Terdakwa. 
b. Permintaan itu disetujui oleh Instansi yang menahan atau 
yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan 
dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan. 
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Ada persetujuan dari orang tahanan untuk mematuhi syarat 
yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan. 
Dari proses terjadinya penangguhan penahanan, masing-
masing pihak melakukan prestasi dan tegen prestasi. Prestasi yang 
dilakukan orang tahanan atau Gambaran terjadinya penangguhan 
penahanan seolah-olah didasrkan pada bentuk kontrak atau 
perjanjian dalam hubungan perdata. Itu sebabnya cenderung untuk 
mengatakan terjadinya penangguhan penahanan berdasarkan 
perjanjian antara orang tahanan atau orang yang menjamin dengan 
pihak instansi yang menahan. Orang tahanan berjanji akan 
melaksanakan dan memenuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan 
instansi yang menahan sebagai imbalan atau tegen prestasi pihak 
yang menahan mengeluarkan dari tahanan dengan menangguhkan 
penahanan. 
Menurut M.Yahya Harahap menyatakan bahwa seperti yang 
sudah kita katakan salah satu perbedaan antara penangguhan 
penahanan dan pembebasan tahanan, terletak pada “syarat”. Faktor 
“syarat” ini merupakan “dasar” atau landasan pemberian 
penangguhan penahanan. Sedang dalam tindakan pembebasan 
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tahanan, dilakukan tanpa syarat, sehingga tadi tidak merupakan 
faktor yang mendasari pembebasan.24 
Penetapan syarat-syarat penangguhan penahanan oleh 
Instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan adalah 
faktor yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan. 
Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan lebih dulu, 
penangguhan penahanan tidak dapat diberikan. Tetapkan dulu 
syarat-syarat yang ditetapkan oleh Instansi yang menahan, tahanan 
yang bersangkutan menyatakan bersedia untuk menanti. Atas 
kesediaan untuk menanti, barulah instansi yang berwenang 
memberikan penangguhan penahanan. Dengan demikian 
penetapan syarat dalam penangguhan penahanan merupakan 
conditio sinequanon dalam pemberian penangguhan penahanan. 
 
  
                                                          





A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di 
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Polsek 
Biringkanaya. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian didasarkan 
pada fakta bahwa tingkat tindak pidana pada lokasi penelitian cukup 
tinggi dan banyaknya pelaksanaan penagguhan penahanan.  
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain berupa : 
1. Data Primer, yakni data yang hanya dapat diperoleh dari sumber 
asli atau sumber utama dari penelitian (data yang langsung 
diperoleh dari responden). 
2. Data Sekunder, yakni data yang sudah tersedia sehingga peneliti 
hanya mencari dan mengumpulkan penulisan ( data yang 





C. Teknik Pengumpulan Data 
Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang 
diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data ialah 
sebagai berikut: 
1. Teknik Penelitian Lapangan 
Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara 
langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten (aparat hukum 
terkait) dan obyek penelitian. 
2. Teknik Penelitian Kepustakaan  
Teknik pengumpulan data melalui penalaran kepustakaan 
dengan cara mempelajari, menganalisa, dan menelaah literature-
literatur, karya ilmiah, dokumen/arsip, dan tulisan yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
D. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang 
diperoleh baik data primer maupun sekunder, maka data tersebut diolah 
dan dianalisis secara deskritif kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan 
data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Wilayah Hukum Polsek 
Biringkanaya 
 
Polsek Biringkanaya adalah Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) 
yang merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat 
kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Kota Makassar merupakan kota 
terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia 
memiliki luas areal 175,79 km2 dengan penduduk 1.112.688, sehingga 
kota ini sudah menjadi kota Metropolitan. Sebagai pusat pelayanan di KTI, 
Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat 
kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan 
barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat 
pelayanan pendidikan dan kesehatan. 
Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 
kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan 
laut. Penduduk Kota Makassar tahun 2014 tercatat sebanyak 1.429.242 
jiwa yang terdiri dari 706.814 laki-laki dan 722.428 perempuan. Sementara 
itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2013 tercatat sebanyak 
1.408.072 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat 
ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kota 
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Makassar pada tahun 2014 yaitu sekitar 97,84 persen, yang berarti setiap 
100 penduduk wanita terdapat 98 penduduk laki-laki. Penyebaran 
penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa 
penduduk masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Biringkanaya, yaitu 
sebanyak 190.829 atau sekitar 13,35 persen dari total penduduk, disusul 
Kecamatan Tamalate sebanyak 186.921 jiwa (13,08 persen). Kecamatan 
Rappocini sebanyak 160.499 jiwa (11,23 persen) dan yang terendah 
adalah Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 28.053 jiwa (1,96 persen) . 
Ditinjau dari kepadatan penduduk Kecamatan Makassar adalah terpadat 
yaitu 33.339 jiwa per km persegi, disusul Kecamatan Mariso (32.048 jiwa 
per km persegi), Kecamatan Mamajang (26.905 jiwa per km persegi). 
Sedang Kecamatan Tamalanrea merupakan kecamatan dengan kepadatan 
penduduk terendah yaitu sekitar 3.438 jiwa per km persegi, kemudian 
Kecamatan Biringkanaya 3.957 jiwa per km persegi), Kecamatan Manggala 
(5.447 jiwa per km persegi), Kecamatan Ujung Tanah (8.170 jiwa per km 
persegi), dan Kecamatan Panakkukang 8.570 jiwa per km persegi. 
Kecamatan Biringkanaya merupakan salah satu dari 14 Kecamatan 
di kota Makassar dengan luas wilayah 48,22 km2, kecamatan ini 
berbatasan dengan Kecamatan Ujung Tanah di sebelah utara, Kecamatan 
Tallo di sebelah timur, Kecamatan Makassar di sebelah selatan dan di 
sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ujung Pandang. Kecamtan 
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Biringkanaya merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian 
antara permukaan laut. Kecamatan Biringkanaya terdiri dari 7 kelurahan 
yaitu Kelurahan Paccerakkang, Kelurahan Daya, Kelurahan Pai, Kelurahan 
Sudiang Raya, Kelurahan Sudiang, Kelurahan Bulurokeng dan Kelurahan 
Untia. Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke ibukota 
kecamatan berkisar antara 1 -2 km.  
Menurut data kependudukan pada tahun 2014, jumlah penduduk di 
Kecamatan Biringkanaya adalah sekitar 130.651 jiwa dengan jumlah 
penduduk laki-laki sekitar 62.660 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 
sekitar 67.991 jiwa. Denga rasio jenis kelamin adalah sekitar 92,16 persen 
yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 92 
orang penduduk laki-laki.  
Tindak pidana yang sering terjadi di wilayah hukum Polsek 
Biringkanaya cukup beragam, diantaranya penganiayaan, tindak pidana 
pencurian, tindak pidana asusila, perkelahian antar kelompok, penipuan, 
dll. Namun dari banyaknya jumlah tindak pidana, tindak pidana 
penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana paling sering terjadi. 





Data Tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Biringkanaya  
Kota Makassar 
No.  Tahun Jumlah 





1 2012 16 7 4 3 
2 2013 27 11 9 2 
3 2014 21 9 5 4 
4 2015 24 14 8 6 
5 2016 19 7 6 1 
Total 107 48 32 16 
 
Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa dalam kurun 
waktu 5 tahun terakhir, terjadi 107 tindak pidana penganiayaan di Polsek 
Biringkanaya Kota Makassar, pada tahun 2012 terjadi 16 tindak pidana 
penganiayaan, tahun 2013 terjadi 27 tindak pidana penganiayaan, tahun 
2014 terjadi 21 tindak pidana penganiayaan, tahun 2015 terjadi 24 tindak 
pidana penganiayaan, dan pada tahun 2016 terjadi 19 tindak pidana 
penganiayaan. Hal ini mengindikasikan tindak pidana ini merupakan tindak 
pidana yang paling sering terjadi.  
60 
 
B. Penangguhan Penahanan Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan 
Pasal 351 Ayat (1) Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar 
 
Secara umum sebenarnya Penangguhan penahanan tidak 
mengurangi hukuman penjara apabila nantinya Hakim dalam vonis di 
pengadilan menyatakan bersalah dan menghukum dengan hukuman 
penjara karena vonis hakim itu tanpa ada nya potongan masa Penahanan 
bagi terdakwa yang menjalani penangguhan penahanan saat proses 
penyidikan di kepolisian dan atau saat proses penuntutan di Kejaksaan. 
Pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana 
atau perbuatan pidana yang berupa kejahatan atau pelanggaran. Aparat 
penyelidik Polri mengetahui adanya perbuatan pidana atau tindak pidana 
melalui laporan/pengaduan atau tertangkap tangan. Selanjutnya, penyelidik 
menentukan apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana atau 
bukan. Jika dalam penyelidikan diketahui atau terdapat dugaan bahwa 
perbuatan tersebut merupakan tindak pidana maka dilanjutkan dengan 
proses selanjutnya, yaitu penyidikan. 
Dalam melakukan penyidikan, undang-undang memberikan 
wewenang kepada penyidik sedemikian luasnya antara lain wewenang 
untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Penggunaan 
wewenang ini harus tetap berlandaskan hukum serta prinsip-prinsip yang 
menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan menjamin keseimbangan 
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antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan 
kepentingan masyarakat luas atau kepentingan umum pada pihak lain. 
Wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik yang 
bersifat pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang dapat dilakukan 
dalam bentuk penangkapan dan penahanan. Penangkapan adalah suatu 
tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan 
tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan 
penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang.  
Berkaitan dengan penangguhan penulis melakukan wawancara 
dengan Sabaruddin selaku Anggota Polri pada Polsek Biringkanaya pada 
tanggal 2 November 2017, dikemukakan bahwa: 
Penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Maksud dari 
penangguhan penahanan dalam Pasal tersebut, bahwa tersangka 
atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum masa atau waktu 
penahanannya berakhir. Dengan adanya penangguhan penahanan, 
seorang tersangka atau terdakwa akan dikeluarkan dari tahanan 
pada saat masa tahanan yang sah dan resmi tengah berjalan.  
 
Penangguhan penahanan ini tidak sama dengan pembebasan dari 
tahanan. Perbedaannya terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan 
dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan 
dengan pembebasan dari tahanan. Pada penangguhan penahanan, 
seorang tahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas 
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waktu penahanan yang dibenarkan oleh undang-undang. Namun, 
pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan 
dari ruang tahanan (Rutan) setelah instansi yang menahan menetapkan 
syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tersangka atau 
terdakwa dan/atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin 
penangguhan penahanan. Sedangkan pembebasan penahanan dilakukan 
menurut ketentuan undang-undang. Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang 
ditetapkan oleh undang-undang maka pembebasan dari tahanan tidak 
dapat dilakukan, misalnya karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak 
diperlukan penahanan, atau karena penahanan yang dilakukan tidak sah 
dan bertentangan dengan undang-undang ataupun karena batas waktu 
penahanan yang dikenakan telah habis, sehingga tahanan harus 
dibebaskan, atau bisa juga karena lamanya penahanan yang dijalani sudah 
sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembebasan tahanan pun dilakukan 
tanpa syarat jaminan.  
Ditambahkan oleh Sabaruddin, bahwa Pasal 31 KUHAP 
menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu 
penangguhan. Namun penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh 
penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat 
kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya 
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jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu. Apabila 
syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut 
kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut kembali ditahan. Menurut 
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, penangguhan 
penahanan terjadi: (a) karena permintaan tersangka atau terdakwa; (b) 
permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang 
bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan 
jaminan yang ditetapkan. 
Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak 
adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak 
menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila 
penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. 
Demikian pula halnya apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan 
orang, KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu Pasal 31 
KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin 
apabila tersangka yang ia jamin melarikan diri. Oleh karena itu, pejabat 
yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa tidak diwajibkan untuk 
mengabulkan setiap permohonan penangguhan penahanan serta dapat 
menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut dengan suatu 




Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Sasmawaty 
Selaku Anggota Polri pada Polres Biringkanaya pada tanggal 2 November 
2011. Dikemukakan bahwa: 
Apabila suatu penangguhan penahanan dikabulkan oleh pejabat 
yang melakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam 
KUHAP, pejabat tersebut dapat menetapkan suatu jaminan baik 
berupa jaminan uang maupun jaminan orang. Penetapan ada atau 
tidaknya suatu jaminan dalam KUHAP bersifat fakultatif. Menurut M. 
Yahya Harahap, penetapan jaminan dalam penangguhan 
penahanan tidak mutlak. Tanpa jaminan, tindakan pemberian 
penangguhan penahanan tetap sah menurut hukum. Hanya saja, 
agar syarat penangguhan penahanan benar-benar ditaati, ada 
baiknya penangguhan dibarengi dengan penetapan jaminan. Cara 
yang itulah yang lebih dapat dipertanggungjawabkan demi upaya 
memperkecil tahanan melarikan diri. Untuk kelancaran proses 
penyelesaian perkara, perlu diatur korelasi penyerahan perkara 
dengan status penangguhan penahanan. 
 
Penetapan syarat-syarat penangguhan penahanan oleh Polsek 
Biringkanaya pada tindak pidana Penganiayaan adalah faktor yang 
menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat-
syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, penangguhan penahanan tidak 
dapat diberikan. Tanpa penetapan persyaratan, penangguhan dianggap 
tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Dalam 
Pasal 31 ayat (1) KUHAP telah ditentukan dua bentuk jaminan, yakni 
jaminan uang atau jaminan orang. Tata cara pelaksanaan jaminan itu 
diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang 
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Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 35 PP 
No. 27 Tahun 1983 menyebutkan: 
Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, 
disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Apabila tersangka atau 
terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak 
diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan 
disetor ke Kas Negara. Sedangkan Pasal 36 menyatakan “Dalam 
hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa 
melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak 
diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya 
telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
tingkat pemeriksaan. Uang tersebut harus disetor ke Kas Negara 
melalui panitera pengadilan negeri. Apabila penjamin tidak dapat 
membayar sejumlah uang tersebut, jurusita menyita barang miliknya 
untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui 
panitera pengadilan negeri. 
 
Adapun dasar pelaksanaan penangguhan penahanan di Polsek 
Biringkanaya mengacu pada Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04. 
UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 Bab IV Pasal 25 dan 
Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 
Desember 1983 butir 8 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam peraturan tersebut, tindak 
pidana penganiayaan tidak diatur secara khusus, melainkan ketentuan 
tersebut diperuntukkan untuk seluruh tindak pidana secara umum.  
Meskipun pada dasarnya pada tindak pidana penganiayaan dapat 
dilakukan penangguhan penahanan, namun dalam pelaksanaannya karena 
jabatannya Penyidik sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan 
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penahanan dalam hal tersangka/terdakwa melanggar persyaratan yang 
ditentukan.  
Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 
Angka 8 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana mengatur tentang jaminan penangguhan penahanan 
berupa uang dan orang. Apabila jaminan penanggungan berbentuk uang, 
maka instansi yang bersangkutan menetapkan besarnya uang jaminan 
dalam surat perjanjian penangguhan. Adapun syarat-syarat dalam 
penetapan jaminan dalam bentuk uang sebagai berikut: 
1. Uang jaminan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. 
Instansi manapun yang memberi penangguhan penahanan, 
uang jaminan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. 
Panitera yang berwenang menyimpan uang jaminan sekalipun 
yang memberi penangguhan penahanan instansi penyidik, 
penuntut umum, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. 
2. Penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon atau 
penasihat hukumnya atau keluarganya. Berdasarkan penetapan 
besarnya jaminan yang dicantumkan dalam surat perjanjian, 
uang tersebut disetor kepada kepaniteraan pengadilan negeri 
oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya. 
Penyetoran dilakukan berdasar formulir penyetoran yang 
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dikeluarkan instansi yang bersangkutan. Jika penyidik yang 
memberikan formulir penyetoran uang jaminan, untuk 
selanjutnya dibawa pemohon kepada panitera pengadilan negeri. 
3. Bukti setoran dibuat dalam rangkap tiga. Hal ini ditentukan dalam 
angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. 
M.14-PW.07.03/1983. Bukti penyetoran dibuat dalam rangkap 
tiga dengan perincian: 
a. sehelai sebagai arsip panitera pengadilan negeri. 
b. sehelai diberikan kepada yang menyetor untuk digunakan 
sebagai bukti kepada instansi yang menahan bahwa dia telah 
melaksanakan isi perjanjian yang berhubungan dengan 
pembayaran uang jaminan. 
c. sehelai lagi dikirim panitera kepada pejabat atau instansi 
yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat 
kontrol. 
4. Berdasarkan tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan 
mengeluarkan surat penetapan penangguhan penahanan. 
Selama tanda bukti penyetoran uang jaminan belum 
diperlihatkan pemohon atau penasihat hukum maupun oleh 
keluarganya, atau instansi yang menahan belum menerima 
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pengiriman tanda bukti penyetoran dari panitera, instansi yang 
menahan belum dapat mengeluarkan surat perintah atau surat 
penetapan penangguhan penahanan. Jadi ada dua cara yang 
dapat dipergunakan untuk mengetahui kebenaran penyetoran 
yaitu: 
a. dengan jalan diperlihatkan pemohon atau penasihat hukum 
atau keluarganya. 
b. berdasar penerimaan tanda bukti penyetoran yang dikirim 
panitera kepada instansi yang menahan. 
5. Jatuhnya uang jaminan menjadi milik negara. Selama syarat-
syarat yang ditentukan dalam perjanjian penangguhan 
penahanan tidak dilanggar oleh pemohon, uang jaminan secara 
material dan yuridis masih tetap merupakan hak milik pemohon, 
artinya ditinjau dari segi hukum perdata, pemohon masih tetap 
sebagai legal owner. Hanya saja uang jaminan itu untuk 
sementara diasingkan atau dipisahkan dari penguasaan 
pemohon dengan jalan menyetor dan menitipkan di kepaniteraan 
pengadilan negeri sehingga secara faktual dan riil, uang jaminan 
itu tidak dapat dikuasai dan dipergunakan selama perjanjian 
penangguhan penahanan masih berlangsung. Uang jaminan 
baru kembali secara riil kepada kekuasaan pemohon setelah 
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perjanjian penangguhan penahanan berakhir. Namun, apabila 
pemohon melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam 
perjanjian, misalnya “melarikan diri”, maka uang jaminan yang 
dititipkan di kepaniteraan pengadilan negeri dengan sendirinya 
berubah menjadi milik negara. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat 
(2) PP No.27 Tahun 1983 angka 8 huruf i Lampiran Keputusan 
Menteri Kehakiman No. M.14 PW.07.03/1983. Dalam ketentuan 
ini diatur landasan dan tata cara peralihan uang jaminan menjadi 
milik negara, yaitu: 
a.  Landasan pemilikan, tersangka atau terdakwa melarikan diri 
setelah lewat 3 bulan tidak ditemukan. Dasar peralihan uang 
jaminan milik negara, apabila yang bersangkutan melarikan 
diri dan selama tiga bulan dari tanggal melarikan diri tidak 
diketemukan maka sejak tanggal dilewatinya masa tiga bulan, 
uang jaminan beralih menjadi milik negara. 
b. Tata cara peralihan dilakukan dengan penetapan pengadilan 
negeri. Tata cara peralihan diatur dalam angka 8 huruf i 
Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman dimaksud. 
Berdasarkan petunjuk yang ditentukan di dalamnya, tata cara 
peralihan uang jaminan menjadi milik negara diperlukan 
penetapan pengadilan negeri. Jadi apabila tersangka atau 
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terdakwa yang sedang ditangguhkan penahanannya 
melarikan diri dan dalam tempo tiga bulan tidak ditemukan, 
pengadilan negeri mengeluarkan atau menerbitkan 
penetapan yang berisi pengambilalihan uang jaminan milik 
negara, dan sekaligus memerintahkan panitera untuk 
menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara. 
Sabaruddin menerangkan pula bahwa dalam hal penangguhan 
Jaminan penangguhan penahanan berupa orang lebih lanjut diatur dalam 
PP No. 27 Tahun 1983 dan angka 8 huruf c, f dan j Lampiran Keputusan 
Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03/1983. Tata cara pelaksanaan 
jaminan penangguhan berupa orang adalah sebagai berikut: 
1. menyebut secara jelas identitas orang yang menjamin. 
2. instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang 
harus ditanggung oleh penjamin yang disebut uang tanggungan. 
3. pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat 
jaminan dari si penjamin. 
4. uang tanggungan wajib disetor oleh penjamin ke Kas Negara 
melalui panitera pengadilan. 
5. penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan negeri dilakukan 
oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda 
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terima, dan tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera 
kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat 
pemeriksaan. 
Bagi tersangka/terdakwa yang dinyatakan bersalah maupun tidak 
bersalah, jaminan berupa uang akan tetap menjadi milik 
tersangka/terdakwa atau pihak yang bertindak sebagai penjamin 
penangguhan penahanan (pemohon) selama persyaratan dalam 
penangguhan penahanan tidak dilanggar (dipenuhi). Namun sebaliknya, 
jaminan berupa uang akan menjadi milik negara apabila pemohon 
melanggar persyaratan yang telah ditentukan, yaitu apabila 
tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah lewat 3 (tiga) bulan tidak 
diketemukan maka uang jaminan yang disimpan di kepaniteraan 
pengadilan negeri melalui penetapan pengadilan menjadi milik negara dan 
selanjutnya oleh panitera disetorkan ke Kas Negara. Ketentuan ini berbeda 
dengan filosofi dari adanya jaminan uang untuk penangguhan penahanan, 
bahwa apabila tersangka/terdakwa melarikan diri maka uang jaminan 
diserahkan kepada korban sebagai kompensasi atas kerugian yang 
dideritanya. 




pada dasarnya dalam kasus/perkara apa pun seseorang dapat 
mengajukan penangguhan penahanan. Dengan berbagai alasan 
dan pertimbangan seseorang dalam penahanan akan mengajukan 
permohonan penangguhan penahanan, tidak terbatas pada 
kasus/perkara yang ancamannya kurang dari lima tahun.  
Ditambahkan pula oleh Sabaruddin bahwa: 
pelaku tindak pidana penganiayaan seringkali dilakukan oleh pelaku 
yang dalam keadaan ekonomi adalah kurang mampu. Untuk orang 
miskin yang merupakan tulang punggung keluarga, sehingga kalau 
tidak bekerja keluarganya tidak bisa makan, penangguhan 
penahanannya dapat diterima. 
 
Dalam pelaksanaan penangguhan penahanan mungkin terdapat 
tersangka yang melakukan wanprestasi/ingkar janji, antara lain melarikan 
diri dan tidak diketemukan lagi. Konsekuensinya proses hukum terhadap 
yang bersangkutan tidak berjalan sesuai ketentuan. Dalam kasus/perkara 
tertentu, proses hukum tetap berjalan dengan digelarnya sidang in 
absentia. Sebagai tindakan preventif agar tersangka yang mendapat 
penangguhan penahanan tidak melarikan diri, antara lain menetapkan 
syarat penangguhan penahanan yang berat kepada pemohon, yaitu 
berupa jaminan orang. Dalam hal sebagai jaminan adalah orang, maka si 
penjamin harus membuat pernyataan dan kepastian kepada instansi yang 
menahanbahwa penjamin bersedia bertanggung jawab apabila 
tersangka/terdakwa yang ditahan melarikan diri. Untuk itu harus ada surat 
perjanjian penangguhan penahanan pada jaminan yang berupa orang yang 
berisikan identitas orang yang menjamin dan instansi yang menahan 
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menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin 
(uang tanggungan). 
Penyetoran uang tanggungan baru bisa dilaksanakan apabila 
tersangka/terdakwa melarikan diri; setelah tiga bulan tidak diketemukan; 
penyetoran uang tanggungan ke kas negara dilakukan oleh orang yang 
menjamin melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri; dan pengeluaran surat 
perintah penangguhan didasarkan atas jaminan dari si penjamin.  
Berkaitan dengan jaminan orang, apabila dikaitkan dengan 
pertanggungjawaban pidana, maka orang yang melakukan perbuatan 
pidana sebagai orang yang bertanggung jawab. Asas hukum pidana 
menganut pertanggungjawaban individu. Namun. dengan jaminan orang, 
orang yang menjamin harus bisa bertanggungjawab. Bentuk 
pertanggungjawaban orang yang menjamin harus diatur dalam undang-
undang, misalnya jika dilakukan penyanderaan, berapa lama ia dapat 
disandera apabila tersangka  atau terdakwa melarikan diri, bagaimana jika 
tersangka atau terdakwa tidak diketemukan dalam jangka waktu yang 
lama. Orang yang bisa menjamin adalah keluarga karena tanggungjawab 
melekat. Keluarga bertanggungjawab, sesuai hukum perdata tergantung 
tingkat resiko. Pada keluarga tanggungjawab lebih besar berdasarkan 




C. Kendala Terhadap Pelaksanaan Penangguhan Penahanan 
Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) Di 
Polsek Biringkanaya Kota Makassar 
 
Penangguhan penahanan pada tindak pidana penganiayaan di 
Wilayah Hukum Polsek Biringkanaya paling sering terjadi pada tindak 
pidana penganiayaan. Namun demikian, tidak semua permohonan 
penangguhan yang diajukan, dapat disetujui. Berikut data jumlah tindak 
pidana penganiayaan dan jumlah pengajuan permohonan penangguhan 
penahanan di Wilayah Hukum Polsek Biringkanaya Kota Makassar.  
Tabel 2. 
Data Pengajuan Penangguhan Penahanan Tindak Pidana 
Penganiayaan di Wilayah Hukum Polsek Biringkanaya Kota Makassar 
No.  Tahun Jumlah 





1 2012 16 7 4 3 
2 2013 27 11 9 2 
3 2014 21 9 5 4 
4 2015 24 14 8 6 
5 2016 19 7 6 1 




Dari data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada dalam kurun 
waktu 5 tahun terakhir, telah diajukan 48 permohonan penangguhan 
penahanan dari total 107 tindak pidana yang terjadi. Namun demikian, 
tidak semua permohonan tersebut di setujui. Yang disetujui hanya 16 
permohonan saja. Banyak kendala yang menyebabkan penangguhan 
penahanan tidak disetujui. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 
Sabaruddin selaku Anggota Polri pada Polsek Biringkanaya, dikemukakan 
bahwa: 
Dalam perkara tindak pidana penganiayaan, Penyidik harus cermat 
dalam menilai watak seseorang khususnya sifat yang dimiliki 
seorang tersangka yang ingin ditangguhkan penahanannya. Dalam 
setiap Perbuatan Tindak pidana dapat dilakukan penangguhan 
penahanan, tetapi menurut Penyidik ada batasan-batasan yang 
menurutnya tidak dapat dilakukan penangguhan penahanan karena 
tindak pidana belum menemukan bukti yang cukup jelas dan 
Tersangka/terdakwa tidak kooperatif dalam pemeriksaan yang 
dilakukan oleh Aparat penegak hukum. sehingga Penyidik, Penuntut 
Umum dan Hakim tidak dapat memberikan penangguhan 
penahanan. Pada proses pemeriksaan, Tersangka seakan-akan 
berpura-pura tentang barang bukti yang lain, sehingga petugas 
khawatir untuk melakukan penangguhan penahanan karena 
tersangka dapat menghilangkan barang bukti yang dibutuhkan. Atau 
bahkan dalam kasus penganiayaan, kekhawatiran penyidik adalah 
berkaitan dengan potensi berulangnya kejadian penganiayaan 
tersebut, entah itu disebabkan oleh tersangka itu sendiri, maupun 
sebagai tindakan balas dendam yang dilakukan kerabat korban 
terhadap tersangka. Jadi khusus untuk tindak pidana penganiayaan, 
terdapat pertimbangan untuk perlindungan tersangka.  
Dalam pandangan penulis, yang dikemukakan oleh Sabaruddin 
tersebut di atas adalah pertimbangan yang tepat. Penangguhan 
penahanan terhadap tersangka pada tindak pidana penganiayaan, harus 
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dilakukan secara cermat, mengingat tindak pidana ini berpotensi 
menimbulkan tindak pidana lainnya dalam hal tersangka tersebut masih 
memiliki niat melakukan tindak pidana. Tak hanya itu, pertimbangan 
keselamatan tersangka juga harus dipertimbangkan, karena korban 
penganiayaan bisa saja melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap 
tersangka yang tidak di tahan.  
Selanjutnya, Sasmawati selaku anggota Polri pada polsek 
Biringkanaya juga menambahkan bahwa: 
Kendala yang dihadapi dalam melakukan Penangguhan penahanan 
Tersangka/Terdakwa adalah tersangka tidak dapat memenuhi 
syarat-syarat yang diharuskan dalam melakukan penangguhan 
penahanan baik jaminana uang maupun dengan jaminan orang, jika 
tersangka melarikan diri maka akan fatal akibatnya bagi Aparat 
Penagak Hukum.  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui 
bahwa selain tidak mampunya tersangka dalam memenuhi syarat-syarat 
penangguhan penahanan, kendala lainnya adalah karena syarat subjektif 
pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Jika penegak hukum memiliki 
kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak 
atau menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan akan mengulangi 
tindak pidana, maka pejabat yang terkait berhak untuk menggunakan 
kewenangannya melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. 
Faktor inilah yang menyebabkan banyaknya permohonan penangguhan 






Dari pembahasan yang telah penulis lakukan pada Bab 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan penangguhan pada tindak pidana penganiayaan di 
Polsek Biringkanaya Kota Makassar dilaksanakan dengan 
memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 
1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara 
Pidana. Selain itu, pertimbangan penangguhan penahanan juga 
telah dilaksanakan dengan memenuhi unsur subjektif yang 
mencakup pertimbangan tersangka atau terdakwa akan 
melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta 
dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana. 
2. Kendala dalam pelaksanaan penangguhan penahanan pada 
tindak pidana penganiayaan di Polsek Biringkanaya Kota 
Makassar meliputi: 
a. Adanya indikasi bahwa pelaku akan terlibat kembali dalam 
tindak pidana penganiayaan yang sama. 
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b. Adanya indikasi bahwa korban tindak pidana penganiayaan 
akan melakukan tindak balas dendam kepada tersangka. 
c. Tersangka tidak dapat memenuhi persyaratan adanya 
jaminan berupa uang dan orang.   
B. Saran 
Adapun saran yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Dalam rangka penegakan hukum yang mewujudkan kepastian 
hukum, aparat kepolisian Polsek Biringkanaya harus 
memberikan pertimbangan yang cermat terhadap permohonan 
penangguhan penahanan yang dilakukan tersangka ataupun 
kuasa hukumnya. 
2. Dalam melaksanakan penangguhan penahanan, aparat 
kepolisian harus tetap melakukan pengawasan terhadap 
tersangka dan pihak-pihak terkait dalam suatu tindak pidana 
penganiayaan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terulangnya tindak 
pidana yang dilakukan tersangka serta terjadinya tindak pidana 
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